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Abstrak 
Pendaftaran tanah di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan hukum 
bagi pemegang hak atas tanah, oleh karena itu, untuk mewujudkan hal ini, dibuat 
peraturan tentang perlindungan pemegang sertifikat hak atas tanah atas 
pendaftaran tanah, salah satunya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. 
Mengingat keberadaan artikel ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif 
yang diadopsi oleh pendaftaran tanah di Indonesia, di mana sertifikat bukanlah 
bukti mutlak tetapi sertifikat adalah bukti kuat. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum dengan data 
sekunder yang berkaitan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 adalah 
data utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 
pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publisitas negatif yang memiliki 
kecenderungan positif.  
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Abstract 
Land registration in Indonesia is to provide legal protection for holders of 
land rights, therefore, to realize this, a regulation is made regarding the 
protection of holders of land rights certificates on land registration, one of which 
Article 32 paragraph (2) PP Number 24 Year 1997. Considering the existence of 
this article is not in accordance with the negative publication system adopted by 
land registration in Indonesia, where certificates are not absolute evidence but 
certificate are a strong evidence. The method used in this study is a normative 
juridical method. Namely legal research with secondary data relating to Article 
32 paragraph (2) PP No. 24 of 1997 is the main data in this study. The results of 
the study indicate that the land registration system in Indonesia adheres to a 
negative publicity system that has a positive tendency.  
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PENDAHULUAN 
Di dalam bidang hukum pertanahan yang berlaku di negara Indonesia 
sertifikat kepemilikan hak atas tanah adalah bukti konkrit atas legalitas 
penguasaan seseorang atau badan hukum terhadap suatu bidang tanah yang sudah 
terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Tanpa adanya sebuah sertifikat 
kepemilikan seseorang tidak mendapatkan kepastian perlindungan perangkat 
hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Sehingga besar kemungkinan terjadinya 
penyalahgunaan atau tindakan mencari celah hukum dari pihak lain. Sebelum 
tahun 1960 atau sebelum UUPA terbit, surat Petok D memiliki kedudukan dan 
kekuatan yang setara dengan sertifikat kepemilikan tanah. Namun setelah UUPA 
berlaku pada tanggal 24 Desember 1960, kedudukan dan kekuatan pembuktian 
tersebut tidak lagi berlaku. Kini Surat Petok D hanya dianggap sebagai alat bukti 
pembayaran pajak tanah dan bangunan oleh pemilik tanah. Jadi, surat ini sangat 
lemah jika difungsikan sebagai surat kepemilikan hak atas tanah. Akibat dari 
masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan adanya perubahan peraturan 
tersebut, maka Surat Petok D kerap menjadi bukti yang meimbulkan 
permasalahan dalam jual beli tanah. sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap 
warga negara untuk mematuhi ketentuan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana 
yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria NO 5 tahun 1960.  
Sebelum UUPA dibentuk pelaksanaan  hukum pertanahan di Indonesia 
masih bersifat dualistik (bersumber pada hukum adat dan hukum barat). Dualisme 
dalam hukum agraria tersebut lebih merugikan golongan masyarakat pribumi 
dikarenakan hukum adat yang mengatur tanah-tanah dengan hak adat merupakan 
hukum yang tidak tertulis secara jelas, sedangkan di pihak lain atas tanah-tanah 
dengan hak barat diatur dengan hukum barat yang sah dan tertulis, sehingga 
menimbulkan berbagai masalah yang tidak sejalan dengan angan dan cita-cita 
bangsa dan tidak menjamin adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas 
tanah. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 Desember 1960, hak atas tanah 
barat dan hak atas tanah adat telah dikonversi atau diubah menjadi hak atas tanah 
menurut UUPA. 
 
Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang 
didaftarkan diberikan surat tanda bukti yang disebut sertifikat. Terselenggaranya 
pendaftaran tanah memungkinkan untuk para pemegang hak atas tanah dapat 
dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Sebelumnya 
pelaksaan pendaftaran tanah diadakan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang perdaftaran tanah. 
Namun pada Peraturan Pemerintah ini dianggap belum sempurna karena masih 
ada beberapa kekurangan diantaranya keterbatasan dana dan tenaga sehingga 
penguasaan tanah sebagian besar tidak didukung oleh alat pembuktian yang 
memadai.S Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah usang sehingga 
untuk memperbaiki kekurangan tersebut di keluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997, salah satunya tertuang dalam Pasal 32 Ayat (2) berbunyi: 
 Dalam hal suatu  bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas 
nama orang atau badan hukum yang memeperoleh tanah tersebut dengan 
itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 
mepunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya 
sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 
sertifikat dan kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 
mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat tersebut.1 
                                                          
1 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat 2 
Meskipun kepemilikan tanah telah diatur sedemikian baiknya, namun 
masih saja terdapat permasalahan dalam hal kepemilikan tanah, Menurut 
ketentuan ini dalam jangka waktu lima tahun jika tidak ada tindakan hukum oleh 
pihak lain atas sertifikat tersebut maka pemegang sertifikat tersebut tidak dapat 
lagi diganggu gugat keabsahanya. Dalam kenyataanya terdapat gugatan atas 
sertifikat yang telah melewati batas waktu lima tahun tersebut  diterima. Hal ini 
tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 
hal ini pasal 32 ayat (2)  PP No. 24/1997 berlaku hukum positif sehingga hal ini 
menyebabkan kerancauan dalam penerapan dan perlindungan hukum bagi 
pemegang sertifikat hak milik atas tanah Pendaftaran tanah tidak hanya termasuk 
kewajiban pemerintah tetapi juga merupakan kewajiban pemegang hak milik 
tanah tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 23 ayat (1) UUPA agar 
hak milik wajib didaftarkan dalam terjadi peralihan, pembenahan dengan  hak-hak 
lain dan terhapusnya hak milik. 
 
 
METODE PENELITIAN 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
“yuridis normatif”. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa 
Peraturan Perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
yaitu dilakukan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum 
yang dipakai adalah analisis secara normatif kualitatif, dimana bahan hukum yang 
diperoleh melalui penelitian yang ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian 
disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat yang bersifat 
deskriptif, yaitu menggambarkan sifat permasalahan. 
 
PEMBAHASAN 
Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur oleh PP. No. 10 
tahun 1961 belum berjalan efektif, hal ini selain sasaran utamanya daerah. 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 
Dengan berlakunya PP. No. 24 Tahun 1997 tidak serta merta menghapuskan 
keberlakuan PP. No. 10 Tahun 1961, akan tetapi PP. No. 10 tahun 1961 tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diubah atau diganti dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. (Pasal 64 ayat 1 PP. No. 24 Tahun 
1997). 
Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh PP. No. 10 tahun 1961 adalah 
Sistem Negatif. Sistem ini disempurnakan atau dikembangkan oleh PP. No. 24 
Tahun 1997 adalah asas negatif mengandung unsur positif , menghasilkan surat 
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Untuk menutupi 
kelemahan dalam ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 
1997 dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat dari 
gugatan dari pihak lain dan menjadikannya sertifikat sebagai tanda bukti yang 
bersifat mutlak. Maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
No. 24 tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak 
apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu : 
1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum 
2. Tanah diperoleh dengan iktikad baik 
3. Tanah dikuasai secara nyata 
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang 
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala 
kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.2 
 
Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses 
penegakan hukum. Diterapkannya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 
sekaligus menjadi motivasi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan 
tanahnya ke Kantor Pertanahan. Kesadaran masyarakat dalam hal ini akan lebih 
meningkat karena mereka dapat merasakan manfaat praktisnya bahwa hak mereka 
terhadap tanahnya tidak akan dapat dipermasalahkan oleh pihak lain yang merasa 
memiliki tanah yang sama dengan adanya sertifikat yang mereka peroleh dengan 
iktikad baik, dimiliki selama lebih dari lima (5) tahun dan tanahnya dikusai secara 
nyata dan terbuka. Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan 
penerapan dari yurisprudensi berdasarkan konsep rechtsverwerking yang sudah 
dipakai berkali-kali oleh para hakim dalam menyelesaikan permasalahan sengketa 
tanah-tanah adat di Indonesia. Sehingga Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 
1997 hendaknya juga dapat diterapkan oleh para hakim dalam menyelesaikan 
permasalahan sengketa pendaftaran tanah di Indonesia pada masa sekarang. 
 
PENUTUP 
Pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 
menggunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif 
menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
dilegalkan meski ada kerancauan karena ada dua unsur didalam satu peraturan 
yaitu dengan hilangnya suatu hak milik dikarenakan ada jangka waktu diatas lima 
tahun celah hukum mengenai penguasaan tanah pemegang sertifikat tersebut tidak 
bisa di ganggu gugat keabsahanya.Konsep perlindungan hukum terhadap 
pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dengan persoalan keadilan dalam 
pelaksanaan hukum itu sendiri. Tujuan kebijakan hukum pertanahan pada pilihan 
publisitas negatif (berunsur positif) terkait erat dengan tujuan sistem hukum 
pertanahan itu sendiri yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera, oleh karena itu pilihan penggunaan sistem hukum pertanahan publisitas 
negatif (berunsur positif) mestinya berorientasi pada nilai-nilai dasar hukum yaitu 
mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan demi 
melindungi setiap warga negaranya terkhusus pemegang sertifikat hak atas tanah. 
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